


2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah 
Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 531 7); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 



Dalam Peraturan Bu pati ini yang dimaksud dengan 
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala 
Daerah Kabu paten Semarang. 

4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor 

5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas 
rel. 

6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ 
atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, 
kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis laik jalan. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN 

KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Peneglolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 
2015 ten tang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 
2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan 
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 37); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua At.as Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2018 Nomor 12); 

BAB I 






